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RINGKASAN 

 

Heka Milyanti. Januari 2026. PUTUSAN DALAM PERKARA IN ABSENTIA 

TINDAK PIDANA DESERSI OLEH ANGGOTA TENTARA NASIONAL 

INDONESIA. Skripsi, Program Studi Fakultas Hukum Universitas Lambung 

Mangkurat, 60 halaman. Pembimbing: Muhammad Topan, S.H., M.H. 

Hukum pidana militer di Indonesia merupakan lex specialis yang mengatur tindak 

pidana yang dilakukan oleh anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), 

sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer 

(KUHPM) dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. 

Penerapan hukum pidana militer didasarkan pada asas lex specialis derogat legi 

generalis sebagaimana tercermin dalam Pasal 64 huruf c Kitab Undang-Undang 

Hukum Pidana, yang menegaskan bahwa hukum khusus mengesampingkan 

hukum umum. Dengan demikian, terhadap prajurit TNI yang melakukan tindak 

pidana, berlaku ketentuan hukum pidana militer sepanjang perbuatan tersebut 

diatur secara khusus. Salah satu tindak pidana yang kerap terjadi dalam 

lingkungan TNI adalah desersi, yaitu perbuatan meninggalkan dinas tanpa izin 

yang sah dengan maksud menghindari kewajiban kedinasan, yang dalam 

praktiknya sering menimbulkan hambatan serius dalam proses penegakan hukum 

karena pelaku tidak dapat dihadirkan di persidangan. 

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau doktrinal dengan 

pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual 

(conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Pendekatan kasus 

dilakukan melalui analisis terhadap tiga putusan Pengadilan Militer I-06 

Banjarmasin, yaitu Putusan Nomor 6-K/PM.I-06/AD/II/2024, Putusan Nomor 12-

K/PM.I-06/AD/VII/2024, dan Putusan Nomor 21-K/PM.I-06/AD/IX/2024. Bahan 

hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum 

sekunder yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis dengan 

menggunakan argumentasi hukum. 

Pasal 87 ayat (1) KUHPM mendefinisikan desersi sebagai perbuatan prajurit yang 

dengan sengaja meninggalkan dinas tanpa izin yang sah selama lebih dari 30 hari 

berturut-turut dalam masa damai atau lebih dari 4 hari berturut-turut dalam masa 

perang. Perbedaan batas waktu tersebut mencerminkan karakteristik khusus 

hukum pidana militer yang memperhitungkan kondisi objektif negara, di mana 

pada masa perang ketidakhadiran prajurit dinilai berpotensi mengancam 

keselamatan dan pertahanan negara. Pemidanaan terhadap tindak pidana desersi 

tidak semata-mata bertujuan sebagai pembalasan, melainkan lebih menekankan 

pada fungsi pencegahan dan penegakan disiplin militer, sejalan dengan Undang-

Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer yang 

menempatkan sanksi sebagai sarana pembinaan dan pengendalian perilaku prajurit 

demi menjaga ketertiban dan wibawa institusi TNI. 
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Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer memberikan 

dasar hukum bagi pemeriksaan dan pemutusan perkara desersi secara In Absentia. 

Pasal 141 ayat (10) mengatur bahwa dalam perkara desersi yang terdakwanya 

tidak diketemukan, pemeriksaan dapat dilaksanakan tanpa kehadiran terdakwa. 

Namun, ketentuan tersebut tidak berdiri sendiri dan harus dibaca secara sistematis 

dengan Pasal 143 Undang-Undang Peradilan Militer, yang secara limitatif 

mensyaratkan bahwa pemeriksaan dan pemutusan perkara secara In Absentia baru 

dapat dilakukan apabila terdakwa telah melarikan diri dan tidak diketemukan 

selama enam bulan berturut-turut serta telah dilakukan pemanggilan secara sah 

sebanyak tiga kali berturut-turut tanpa alasan yang sah. Jangka waktu enam bulan 

tersebut berfungsi sebagai mekanisme verifikasi untuk memastikan bahwa 

terdakwa benar-benar tidak diketahui keberadaannya dan kecil kemungkinan 

untuk dihadirkan dalam persidangan. 

Dalam praktik peradilan militer, khususnya pada Pengadilan Militer I-06 

Banjarmasin, ditemukan adanya pemutusan perkara desersi secara In Absentia 

sebelum terpenuhinya jangka waktu enam bulan sebagaimana ditentukan dalam 

Pasal 143 Undang-Undang Peradilan Militer. Hal ini terlihat dalam Putusan 

Nomor 6-K/PM.I-06/AD/II/2024, Putusan Nomor 12-K/PM.I-06/AD/VII/2024, 

dan Putusan Nomor 21-K/PM.I-06/AD/IX/2024, di mana Majelis Hakim 

mendasarkan pertimbangannya pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 

Tahun 2021 yang mengatur bahwa pemeriksaan perkara desersi secara In Absentia 

dapat dilaksanakan paling singkat satu bulan dan paling lama lima bulan demi 

memenuhi asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan serta untuk 

mewujudkan ketertiban administrasi personel militer. Meskipun demikian, jangka 

waktu tersebut secara normatif tetap belum memenuhi ketentuan enam bulan 

berturut-turut sebagaimana dipersyaratkan oleh undang-undang. 

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pemutusan perkara desersi 

secara In Absentia sebelum terpenuhinya jangka waktu enam bulan berpotensi 

menimbulkan permasalahan serius pada tahap eksekusi putusan serta 

mengabaikan asas kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum. Alasan 

efisiensi, penumpukan perkara, maupun asas peradilan cepat dan sederhana tidak 

dapat dijadikan dasar untuk menyimpangi ketentuan undang-undang yang bersifat 

limitatif. Dalam hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur 

dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-Undangan, Surat Edaran Mahkamah Agung tidak dapat 

mengesampingkan ketentuan undang-undang. Oleh karena itu, pemidanaan 

desersi secara In Absentia yang dilakukan sebelum terpenuhinya jangka waktu 

enam bulan dinilai tidak efektif dari perspektif pemidanaan, karena putusan yang 

dijatuhkan tidak dapat dieksekusi akibat tidak diketemukannya terdakwa, 

sehingga tujuan pemidanaan militer dan perlindungan terhadap asas kepastian, 

keadilan, dan kemanfaatan hukum tidak tercapai secara optimal. 
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ABSTRAK 

Hukum pidana militer di Indonesia merupakan hukum yang bersifat khusus (lex 

specialis) bagi anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), termasuk dalam 

penanganan tindak pidana desersi sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana Militer dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 

tentang Peradilan Militer. Dalam praktik, penanganan perkara desersi sering 

menghadapi kendala karena terdakwa tidak dapat dihadirkan di persidangan, 

sehingga ditempuh mekanisme pemeriksaan dan pemutusan perkara secara In 

Absentia. Permasalahan muncul ketika pemutusan perkara desersi secara In 

Absentia dilakukan sebelum terpenuhinya jangka waktu enam bulan sebagaimana 

ditentukan dalam Pasal 143 Undang-Undang Peradilan Militer, dengan dasar 

pertimbangan efisiensi dan Surat Edaran Mahkamah Agung. 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan pemidanaan desersi secara 

In Absentia serta implikasinya terhadap asas kepastian hukum, keadilan, dan 

kemanfaatan hukum. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan 

pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus melalui analisis terhadap 

tiga putusan Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin, yaitu Putusan Nomor 6-

K/PM.I-06/AD/II/2024, Putusan Nomor 12-K/PM.I-06/AD/VII/2024, dan Putusan 

Nomor 21-K/PM.I-06/AD/IX/2024. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemutusan perkara desersi secara In 

Absentia sebelum terpenuhinya jangka waktu enam bulan bertentangan dengan 

ketentuan Undang-Undang Peradilan Militer dan berpotensi menghambat 

pelaksanaan eksekusi putusan. Praktik tersebut dinilai tidak memenuhi asas 

kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum, karena putusan yang 

dijatuhkan tidak efektif serta mengabaikan hierarki peraturan perundang-

undangan. Selain itu Majelis Hakim memiliki kekeliruan dalam Penggunaan Surat 

Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2021 sebagai pedoman untuk memutus 

perkara desersi In Absentia sebelum 6 (enam) bulan. Oleh karena itu, pemidanaan 

desersi secara In Absentia seharusnya tetap berpedoman pada ketentuan undang-

undang demi menjamin tercapainya tujuan hukum pidana militer. 

Kata Kunci (keyword): Desersi, In Absentia, Tindak Pidana Militer 
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Undang Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439).w 

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076). 

Undang-Undang Nomor 25 Tahum 2014 tentang Hukum Disiplin Militer 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 257, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5591). 
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Surat Edaran Mahkamah Agung  

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan 

Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 

sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan. 



 

xix 

 

DAFTAR PUTUSAN PENGADILAN 

Putusan Mahkamah Agung Nomor 6-K/PM.I-06/AD/II/2024 tanggal 10 Juli 2024. 

Putusan Mahkamah Agung Nomor 12-K/PM.I-06/AD/VII/2024 tanggal 03 

Oktober 2024. 

Putusan Mahkamah Agung Nomor 21-K/PM.I-06/AD/X/2024 tanggal 18 

November 2024. 

 

 


